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ABSTRAK

Aktivitas Humas DPRD Kota Medan Sebagai Fungsi Mediator dan
Publisitas

Elvira Faradila
1403110066

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui aktivitas humas
DPRD Kota Medan sebagai fungsi mediator dan publisitas; (2) untuk mengetahui
faktor-faktor yang mendukung dan menghambat aktivitas humas DPRD Kota
Medan sebagai fungsi mediator dan publisitas.

Penelitian ini dilakukan di kantor Sekretariat DPRD Kota Medan. Metode
penelitian yang digunakan yaitu kulitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui
hasil wawancara mendalam dengan pejabat humas dan data sekunder diperoleh
melalui observasi dan dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya
disajikan dalam bentuk narasi dan dianalisis secara kulitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas humas DPRD Kota
Medan dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator dan publisitas belum
maksimal. Hal ini dapat dilihat dari publisitas yang belum efektif, kurangnya
pengenalan masyarakat akan fungsi DPRD Kota Medan. Adapun faktor
pendukung dan penghambat aktivitas humas DPRD Kotua Medan sebagai fngsi
mediator dan publisitas yaitu: adanya fasilitas yang memadai seperti ketersediaan
teknologi dan jaringan komunikasi sehingga diharapkan mampu memudahkan
kinerja kehumasan itu sendiri. Sedangkan faktor yang menghambat yakni Sumber
Daya Manusia (SDM) yang masih kurang berkompetensi. Humas DPRD
kedepannya harus lebih baik lagi, terutama dalam meningkatkan profesionalisme
humas sebagai ujung tombak pengelolaan informasi dalam upaya menciptakan
tata kelola kehumasan yang baik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan
yang baik.

Kata Kunci : Humas, Fungsi Mediator dan Fungsi Publisitas.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hampir semua perusahaan dan instansi, baik swasta maupun negeri yang
bergerak di berbagai bidang mulai memperhatikan pentingnya peran humas
seiring dengan perkembangan zaman saat ini. Sebagai suatu kegiatan yang akan
memberikan citra positif di dalam maupun diluar tubuh perusahaan itu sendiri.
Humas memiliki peranan yang cukup besar dalam sebuah organisasi di dukung
oleh keterbukaan informasi publik saat ini. Humas yang merupakan suatu
keharusan fungsional dalam rangka tugas penyebaran informasi dan kebijakan,
program dan kebijakan-kebijakan lembaga pemerinahan pada masyarakat ini
sejalan dengan peraturan menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi
birokrasi nomor 30 tahun 2011 tentang pedoman umum tata kelola masa
lingkungan instansi pemerintah. Humas juga memiliki fungsi yang sangat penting
yaitu membangun citra positif dari masyarakat bagi instansi tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan adalah bentuk lembaga
perwakilan rakyat (Parlemen) daerah kota yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan sumatera utara bersama dengan pemerintah. Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mulai dari tingkat kabupaten hingga pusat
dalam menyelenggarakan setiap tugas pemerintahan nya harus mendapat
kepercayaan dari masyarakat dan salah satu cara dalam membangun kepercayaan

itu melalui keterbukaan informasi (Publisitas) pada masyarakat.



Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai alat
kelengkapan yang terdiri atas pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan
legislasi daerah, badan anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain
yang di perlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna.

Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD), di bentuk sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang
personalnya terdiri atas dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) adalah penyelenggara administrasi kesekretariatan,
administrasi keuangan, pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) vyang bertugas menyediakan serta
mengordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin seorang seretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah yang di angkat oleh kepala daerah atas usul pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara teknis
operasional berada di bawah dan bertangung jawab kepada pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administrative bertanggung jawab kepada
kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dalam sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Medan di bentuk salah satu bagian yaitu bagian dokumentasi,
publikasi, protocol yang biasa disebut Hubungan Masyarakat (Humas).

Humas dalam lembaganya harusnya menjalankan fungsi dengan baik dan
serasi antara public intern dan public ekstern dalam rangka memberikan

pengertin, menumbuhkan motivasi dan pasrtisipasi. Komunikasi sosial harus



berkembang antara pemerintahan dan rakyat, kelompok masyarakat dan kelompok

masyarakat lainnya.

Ruslan (2010:343) menuliskan fungsi pokok humas pemerintah Indoesia
pada dasarnya antara lain sebagai berikut :

Mengamankan kebijaksanaan dan program kerja pemerintah yang diwakilinya,

o Memberikan pelayanan dan menyebarluaskan pesan atau informasi
mengenai kebijaksanaan dan program-program Kkerja secara nasional
kepada masyarakat,

o Menjadi komunikator dan sekaligus menjadi mediator yang proaktif dalam
menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak, dan
menampung aspirasi, serta memperhatikan keinginan-keinginan publik nya
di lain pihak.

o Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi
mengamankan stabilitas dan keamanan politik pembangunan nasional,
baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Humas suatu alat memperlancar jalannya interaksi serta penyebaran
informasi kepada khalayak dengan menggunakan media. Kehadiran humas bukan
merupakan unit struktual yang kaku karena di ikat oleh prosedur dan birokrasi
yang ada, tetapi posisinya yang langsung berhubungan dengan pimpinan, petugas
humas pun harus mempunyai kemampuan untuk mengatasi segala permasalahan
yang di hadapkan kepadanya jika begitu kaku akan menghambat termasuk pula
apabila kurang kemampuan humas itu sendiri, baik kualitas, keterampilan dan

lain-lain.



Hubungan masyarakat mempunyai ruang lingkup Kkegiatan yang
menyangkutt banyak manusia (publik, masyarakat, khalayak) , baik didalam
(public intern) diluar (public ektern). Humas sebagai komunikator mempunyai
fungsi ganda yaitu keluar memberikan informasi kepada khlayak dan kedalam
menyerap reaksi darri khalayak. Organisasi atau lembaga mempunyai tujuan dan
berkehendak untuk mencapai tujuan itu (Bungin, 2008:2) .

Dalam pelaksanaan kinerja humas sering kali ditemui masalah yaitu
kebijakan publik yang diambil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan di
tanggapi salah oleh masyarakat. Ini di indikasikan terjadi, karena kurangnya
informasi yang diterima masyarakat terkait dengan maksud dan tujuan dari
kebijakan tersebut. Untuk itu sangat diperlukan penyampaian pesan yang baik,
dan humas harus mampu memfasilitasi nya dengan menjalankan fungsi mediasi
dan publisitas. Atas dasar tersebut sehingga penulis tertarik untuk meneliti :

“ Aktivitas Humas DPRD Kota Medan Sebagai Fungsi Mediator dan

Publisitas”

1.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis ambil berdasarkan latar belakang diatas,
adalah sebagai berikut :

Bagaimana Aktivitas Humas DPRD Kota Medan sebagai Fungsi Mediator dan

Publisitas?



1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui Ativitas Humas DPRD Kota Medan Sebagai Fungsi
Mediator dan Publisitas.

b. Untuk mengetahui apakah ada faktor-faktor yang mendukung dan
menghambat aktivitas Humas DPRD Kota Medan sebagai fungsi mediator
dan publisitas.

1.3.2 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

a. Manfaat Teoritis
Sebagai bahan masukan dalam pengembangan Ilmu Komunikasi, khususnya
dalam bidang hubungan masyarakat ( humas ) dan dapat menjadi bahan
penelitian selanjutnya bagi mahasiswa yang ingin meneliti lebih mengenai
salah satu aktivitas Humas DPRD Kota Medan.

b. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan

pertimbangan dan menyempurnakan Aktivitas Humas DPRD Kota Medan.

1.4  Sistematika Penulisan
BAB I : Berisikan Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang

Masalalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian.



BAB Il :

BAB Il :

BAB IV :

BAB V:

Berisikan uraian teoritis yang menguraikan tentang komunikasi
massa, Humas (public relations), Humas pemerintahan, Fungsi
Mediator dan Fungsi Publisitas.

Berisikan persiapan dan pelaksanaan penelitian yang menguraikan
tentang, Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Kerangka Konsep,
Definisi Konsep, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu
Penelitian.

Berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan
Penyajian Data, Profil Narasumber, Hasil Penelitian dan
Pembahasan.

Berisikan Penutup yang menguraikan Simpulan dan Saran.



BAB Il

URAIAN TEORITIS

2.1 Komunikasi Massa
2.1.1 Pengertian Komunikasi Massa

Komunikasi Massa adalah proses komunikasi yang dilakukan melalui media
massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi
kepada khalayak luas (Bungin, 2008:7).

Menurut Effendy (2009:50) komunikasi massa adalah komunikasi melalui
media massa, jelasnya merupakan singkatan dari komunikasi media massa.
Komunikasi massa merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang komunikasi
massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang melalui media massa, yakni
surat kabar, majalah, radio, televisi dan film. Isi komunikasi massa bersifat umum
dan terbuka. Oleh karena itu, maka sumber komunikasi massa bukanlah satu
orang, melainkan suatu organisasi formal dan sang pengirimnya seringkali
merupakan komunikator professional.

Komunikasi massa adalah studi ilmiah tentang media massa beserta pesan
yan dihasilkan, pembaca, pendengar, penonton yang akan coba diraihnya, dan
efeknya kepada mereka. Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi
melalui media massa (media cetak dan elektronik). Massa dalam arti komunikasi
massa lebih menunjuk pada penerima pesan yang berkaitan dengan media
massa. Dengan kata lain, massa disini menunjukkan kepada khalayak,, audience,

penonton, pemirsa, pembaca. Ada banyak versi tentang bentuk dari media massa



dalam komunikasi massa antara lain media elektronik (televisi, radio), media
cetak (surat kabar, majalah, tabloid), buku, dan film (Nurudin, 2013:4).
Menurut Burhan Bungin (2008:71) unsur-unsur penting dalam komunikasi
massa adalah:

a. Komunikator adalah pihak yang mengandalkan media massa dengan teknologi
telematika modern sehingga dalam menyebarkan suatu informasi untuk cepat
diterima oleh pubik,

b. Media massa adalah media komunikasi dan informasi yang melakukan
penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara
massa pula,

c. Informasi (pesan) massa adalah informasi yang diperuntukan kepada
masyarakat secara massal, bukan informasi yang hanya boleh dikonsumsi oleh
pribadi,

d. Gatekeeper adalah penyeleksi informasi setiap informasi yang akan disiarkan
atau tidak disiarkan. Bahkan mereka memiliki kewenangan untuk
memperluas, membatasi informasi yang akan disiarkan tersebut.

e. Khalayak adalah massa yang menerima pesan informasi massa yang
disebarkan oleh media massa, terdiri dari public pendengar atau pemirsa
sebuah media massa,

f. Umpan balik dalam komunikasi massa merupakan umpan balik bersifat
tertunda, sedangkan pada komunikasi tatap muka berarti langsung.

Ada dua tugas komunikator dalam komunikasi massa : mengetahui apa

yang dia ingin komunikasikan, dan mengetahui bagaimana dia harus



menyampaikan pesannya dalam rangka melancarkan penetrasi kepada benak

komunikan (Effendy, 2009:80).

2.1.2 Karakteristik Komunikasi Massa

Menurut Hafied Cangara (2005:10) dalam bukunya “pengantar

komunikasi” komunikasi massa merupakan salah satu dari komunikasi yang

memiliki perbedaan signifikan dengan bentuk komunikasi yang lain, karena

memiliki sejumlah ciri atau karakteristik yang khas diantaranya:

a.

Komunikator terlembaga

Dalam komunikasi massa,komunikator atau sumber yang menyampaikan
pesan bukanlah secara personal, namun bersifat melembaga. Lembaga
penyampai pesan komunikasi massa inilah dinamakan media massa, seperi

televisi, surat kabar, radio, internet.

b. Pesan bersifat umum

Dalam proses komunikasi massa pesan-pesan yang disampaikan oleh
komunikator ditujukan kepada khalayak luas atau masyarakat umum. Dengan
demikian, maka proses komunikasi massa berifat terbuka. Hal ini dikarenakan
komunikan tersebar di berbagai tempat yang tersebar.

Komunikan Heterogen

Komunikan atau penerima komunikasi dalam media massa bersifat heterogen.
Hal ini dikarenakan komunikasi media massa menyampaikan pesan secara
umum pada seluruh masyarakat, tanpa membedakan suku, ras, agama serta
memiliki beragam karakterpsikologi, usia, jenis kelamin, tempat tinggal, adat

budaya, maupun strata sosial.



d. Media Massa bersifat Keserempakan

Artinya media massa adalah kontak dengan sejumlah besar penduduk dalam
jarak yang jauh dengan komunikator, dan penduduk tersebut satu sama
lainnya berada dalam keadaan terpisah.

Pesan yang disampaikan satu arah

Artinya tidak terjadi satu interaksi antara komunikator dan komunikan secara
langsung, sehingga komunikator aktif menyampaikan pesan sementara
komunikan pun aktif menerima pesan namun tidak ada interaksi diantara

kedua yang menyebabkan tidak terjadinya proses pengendalian arus infomasi.

2.1.3 Fungsi Komunikasi Massa

Menurut (Dewi, 2006:14) fungsi komunikasi massa secara menyeluruh

dapat dirinci kembali sebagai berikut:

a.

Informasi

Mengumpulkan, menyimpan data, fakta dan pesan opini dan komentar,
sehingga orang luas mengetahui keadaan yang terjadi di luar dirinya.
Sosialisasi

Menyediakan dan mengajarkan ilmu pengetahuan bagaimana bersikap sesuai
nilai-nilai yang ada, serta bertindak sebagai anggota masyarakat secara efektif.
Motivasi

Mendorong seseorang untuk mengetahui kemajuan orang lain melalui apa

yang mereka baca, lihat dan dengar melalui media massa.



d. Bahan diskusi
Menyediakan informasi sebagai bahan diskusi untuk mencapai persetujuan
dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai hal-hal yang menyangkut
orang banyak.

e. Pendidikan
Membuka kesempatan untuk memperoleh pendidikan secara luas, baik
pendidikan formal maupun nonformal.

f. Memanjukan kebudayaan
Media massa menyebarkan hasil-hasil kebudayaan melalui aneka program
siaran atau penerbitan buku.

g. Hiburan
Media massa telah menyita banyak waktu luang dari semua golongan usia
dengan di fungsikannya media komunikasi sebagai alat hiburan dalam rumah
tangga.

h. Integrasi
Menyembatani perbedaan antara suku bangsa maupun antar bangsa dalam
upaya memperkokoh hubungan dan pemerataan informasi.
Pendapat lain dikemukakan oleh Dominick dalam Ardianto, (2004:14-17)

yaitu fungsi komunkasi terdiri dari :

a. Surveillance (Pengawasan)
Fungsi ini menunjuk pada pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai
kejadian-kejadian dalam lingkungan maupun yang dapat membantu khlayak

dalam kehidupan sehari-hari.



Interpretation ( Penasiran)

Fungsi ini mengajak para pembaca atau pemirsa untuk memperluas wawasan
dan membahasnya lebih lanjut dalam komunikasi antarpersonal atau
komunikasi kelompok.

Linkage (Pertalian)

Fungsi ini bertujuan dimana media massa dapat menyatukan anggota
masyarakat yang beragam, sehingga membentuk linkage (pertalian)
berdasarkan kepentingan dan minat yang sama tentang sesuatu.

. Transmission of values (Penyebaran nilai-nilai)

Fungsi ini artinya bahwa media massa yang mewakili gambaran masyarakat
itu ditonton, didengar, dan dibaca. Media massa memperlihatkan kepada kita
bagaimana mereka bertindak dan apa yang mereka harapkan.

Entertainment (Hiburan)

Fungsi ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan pikiran khalayak, karena
dengan membaca berita-berita ringan atau melihat tayangan ditelevisi dapat

membuat pikiran khalayak segar kembali.

2.1.4 Proses komunikasi massa

Menurut McQuail, proses komunikasi massa terlihat berproses dalam

bentuk : (Bungin, 2008: 74-75)

a. Melakukan distribusi dan penerimaan informasi dalam skala besar.

b. Proses komunikasi massa juga dilakukan melalui satu arah, yaitu komunikator

ke komunikan.



c. Proses komunikasi massa berlangsung secara asimetris di antara komunikator
dan komunikan, sehingga menyebabkan komunikasi yang terjadi diantara
mereka berlangsung datar dan sementara.

d. Proses komunikasi massa juga berlangsung impersona (nonpribadi) dan tanpa
nama.

e. Proses komunikasi massa juga berlangsung berdasarkan hubungan-hubungan

kebetulan masyarakat.

2.2 Humas (Public Relations)
2.2.1 Definisi Humas (Public Relations)

Humas merupakan suatu subjek yang relatif masih baru, yang menimbulkan
konsep dimana kita tidak menemukan konsensus pendapat sepenuhnya atas
definisi yang dirasakan tepat untuk istilah itu. Penggunaan istilah “humas” yang
semakin luas dan serampangan cenderung mengaburkan arti yang sebenarnya bagi
masyarakat pada umumnya; semakin berkembangnya fungsi humas yang
hakikatnya berbeda dalam kesalah pengertian (missunderstanding) mengenai
peranan yang sebenarnya di dalam masyarakat modern (Moore, 2005:4).

Humas melibatkan berbagai jenis khalayak dan organisasi. Hubungan
masyarakat tidak hanya dilakukan oleh perusahaan publik dan perusahaan bisnis,
tetapi juga boleh asosiasi perdagangan atas nama industri-industri tertentu,
asosiasi atas nama anggota mereka, dan organisasi dan nirlaba lainnya serta
pemerintahan kota-kota, Negara dan berbagai instansi pemerintah. Sedangkan

masyarakat disini adalah para pemegang kepentingan yang cukup bervariasi,



termasuk pemegang saham dan investor, karyawan atau anggota pelanggan dan
konsumen, regulator pemerintah, media, dan masyarakat di mana organisasi itu
berada (Hermawan, 2012:152) .

Menurut definisi kamus terbitan Institute of Public Relations (IPR), yakni
sebuah lembaga humas terkemuka di Inggris dan Eropa, terbitan bulan November
1987, “humas adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan
berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan
saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya”. Jadi,
humas adalah suatu rangkaian kegiatan yang terorganisasi sedemikian rupa
sebagai suatu rangkaian kampanye atau program terpadu, dan semuanya itu
berlangsung secara berkesinambungan dan teratur (Anggoro, 2000:2).

Pada pertemuan asosiasi-asosiasi humas seluruh dunia di Mexico City,
Agustus 1978, ditetapkan definisi humas adalah suatu seni sekaligus disiplin ilmu
sosial yang menganalisis berbagai kecenderungan, memprediksi setiap
kemungkinan konsekuensi dari setiap kegiatannya, memberi masukan dan saran-
saran kepada para pemimpin organisasi, dan mengimplemintasikan program-
program tindakan yang terencana untuk melayani kebutuhan organisasi dan atau
kepentingan khalayaknya (Anggoro, 2000:2).

2.3 Humas Pemerintahan

Pada dekade 1970-an peranan humas telah ditetapkan diberbagai instansi
pemerintah  serta  lembaga/perusahaan  sebagai upaya menjembatani,
berkomunikasi, dan menyampaikan informasi atau pesan — pesan dari

lembaga/organisasi yang diwakilinya kepada publik/masyarakatnya. Cutlip,



Center, dan Brown menyebutkan humas adalah fungsi manajemen secara khusus
yang mendukung terbentuknya saling pengertian, pemahaman, dan kerjasama
antara organisasi dengan berbagai publiknya (Cutlip, Center, dan Brown, 2009:4)

DR.Rex Harlow, The statement of Mexico dan International Public
Relations Association (IPRA) di Mexico City mengatakan aktivitas utama Humas
adalah salah satunya melakukan fungsi-fungsi “manajemen komunikasi” antara
organisai/lembaga yang di wakilinya dengan publik sebagai khalayak sasaran.
Khususnya dalam usaha untuk mencapai citra positif, menciptakan kepercayaan,
dan membina hubungan baik dengan stakeholder atau audiencenya, dengan kata
lain membangun identitas dan citra korporat (building corporate identity and
image). Denny Griswold (Soemirat, 2010 : 12) juga menyebutkan bahwa humas
adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi publik , memperkenalkan berbagai
kebijakan dan prosedur dari suatu individu atau organisasi berdasarkan
kepentingan publik.

Humas pemerintah yang bertindak sebagai komunikator, membantu
mencapai tujuan dan sasaran bagi instansi/lembaga yang bersangkut, membangun
hubungan baik dengan berbagai publik dan hingga menciptakan citra serta opini
masyarakat yang menguntungkan. F.Rachmadi menyebutkan secara struktural ,
Humas adalah bagian integral dari suatu lembaga/perusahaan, salah satu fungsi
yaitu manajemen modern (Soemirat, 2010:87). Secara garis besar Humas
mempunyai peran ganda yaitu fungsi keluar memberikan informasi atau pesan —
pesan sesuai dengan tujuan dan kebijaksanaan instansi/lembaga kepada masyrakat

sebagai khalayak sasaran, sedangkan ke dalam wajib menyerap reaksi, aspirasi,



atau opini khalayak tersebut diserasikan demi kepentingan instansinya atau tujuan

bersama.

Ruslan (2010 : 343) Fungsi pokok humas pemerintah Indonesia pada

dasarnya antara lain sebagai berikut :

Mengamankan Kkebijaksanaan dan program kerja pemerintah yang
diwakilinya,

Memeberikan pelayanan, dan menyebarluaskan pesan atau informasi
mengenai kebijaksanaan dan hingga program — program kerja secara
nasional kepada masyakarat,

Menjadi komunikator dan sekaligus menjadi mediator yang proaktif dalam
menjembatani  kepentingan instansi pemerintah di satu pihak, dan
menampung aspirasi, serta memperhatikan keinginan — keinginan publiknya
di lain pihak,

Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi
mengamankan stabilitas dan keamanan politik pembangunan nasional, baik
jangka pendek maupun jangka panjang.

Ruslan (2010 : 345) menyatakan pejabat humas harus memiliki kemampuan

untuk menguasai permasalahan yang dihadapi oleh instansinya sebagai berikut :

Kemampuan untuk mengamati dan menganalisis persoalan yang
menyangkut kepentingan instansinya atau khalayak yang menjadi target

Ssasarannya,



Kemampuan melakukan hubungan komunikasi timbal balik yang kreatif,
dinamis, efektif, saling mendukung, bagi kedua belah pihak dan menarik
perhatian terhadap audiensnya.

Kemampuan untuk mempengaruhi dan menciptakan pendapat umum (opini
public) yang menggantungkan instansi/lembaganya,

Kemampuan untuk menjalin hubungan baik atau kerja sama, dan saling
mempercayai dengan berbagai pihak terkait.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan tersebut,

ada beberapa kegiatan yang dihadapi Humas secara rutin, yaitu sebagai berikut :

Kemampuan membangun dan membina saling pengertian antara
kebijaksanaan pimpinan lembaga/instansi dengan khalayak eksternal dan
internal.

Sebagai pusat pelayanan dan pemberian informasi, baik bersumber dari
instansi/lembaga maupun bersasal dari publiknya.

Menyelenggarakan pendokumentasian setiap ada publikasi dan peristiwa
dari suatu kegiatan atau acara penting di lingkungan instansi/lembaga.
Mengumpulkan berbagai data dn informasi yang berasal dari berbagai
sumber, khusunya yang berkaitan dengan kepentingan lembaga/instansi atau
mengenai pembentukan opini publiknya.

Kemampuan membuat produk publikasi humas, misalnya Kkliping,
pressrelease, newsletter, majalah PR internal, bulletin, brosur , poster, dan

lain sebagainya.



Di Indonesia lembga kehumasan sangat diperlukan. Humas merupakan
kelanjutan dari proses penetapan kebijakan pemerintah, pemberi layanan
informasi kepada masyarakat, sehingga instansi memperoleh kepercayaan dari
publiknya, yaitu masyarakat dalam arti luas. Apalagi sekarang masyarakat
membutuhkan banyak informasi dari keterbukaan sebuah lembaga agar mereka
mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan. Selain demi kemajuan instansi
yang bersangkutan, humas tidak hanya memebrikan informasi kepada publiknya
akan tetapi humas juga menerima informasi dari publiknya. Dengan kata lain ciri

khas dari humas adalah menyelenggarakan komunikasi timbal balik.

2.3.1 Standar Tata Kelolah Kehumasan Pemerintah

Standar Tata Kelola Kehumasan Pemerintah ini di jadikan rujukan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun pedoman pengelolaan
kehumasan DPRD. Revitalisasi kehumasan dengan tujuan meningkatkan
presionalisme hubungan masyarakat (humas) sebagai ujung tombak pengelolaan
informasi, dibangun melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya
manusia (SDM), pengutan struktur dan infrastruktur, sistem dan prosedur,
komunikasi organisasi, audit komunikasi, serta manajemen komunikasi Kkrisis,
dalam upaya menciptakan tata kelola kehumasan yang baik sebagai bagian dari
tata kelola pemerintahan yang baik.

Pedoman umum tata kelola kehumasan disusun sebagai acuan dalam
membangun dan mengembangkan tat kelola kehumasan secara optimal, efektif,

dan efisien yang transparan dan akuntabel, dengan tujuan menciptakan



pengelolaan kehumasan dilingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah secara
efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang
baik.

Undang — Undang Nomor 14 Tahun 20018 Pasal 7 mengamanatkan bahwa
setiap badan publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan
dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga
layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah. Bahkan, setiap badan
publik perlu melakukan pengelolaan informasi dokumentasi yang dapat menjamin
penyediaan informasi yang mudah, cermat, dan akurat. Pengelolaan informasi dan
dokumentasi dimaksud mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang — Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Visi humas pemerintah kemudian disusun secara lebih detail yaitu
terciptanya pengelolaan kehumasan (kelembagaan, ketatalaksanaa, dan SDM)
yang proposional, profesional, efektif, dan efisien dalam mendukung penerapan
prinsip — prinsip tata keperintahan yang baik. Dengan misi sebagai berikut :

1. Membangun citra dan reputasi posisitif pemerintah,

2. Membentuk, meningkatkan, dan memelihara opini posisitif publik,
3. menampung dan mengelola aspirasi masyarakat,

4, Mencari, mengklarifikasi, serta menganalisis data dan informasi,
5. Menyosialisasikan kebijakan dan program pemerintah,

6.  Membangun kepercayaan publik (public trust).



Asas umum humas pemerintah adalah keterbukaan, objektif, jujur, tepat
janji, etis,profesional, akuntabel dan integrasi tinggi. Dengan model kehumasan
birokrasi menuntut tranparasi dan akuntabilitas informasi. Untuk itu, diperlukan
komunikasi yang lebih interaktif dengan mempergunakan model komunikasi dua
arah atau timbal balik yang simetris. Tujuan model ini adalah menciptakan
komunikasi dua arah dengan pengaruh seimbang, adapun strategi yang dilakukan

humas pemerintah dalam menjalankan setiap tugasnya yaitu:

1. Pembangun hubungan internal dan eksternal,

2. Penyelenggara pertemuan dan koordinasi antar instansi,

3. Penyedia informasi pemerintah,

4. Pengatur pertemuan instansi pemerintah dengan media massa,
5. Pendorong upaya pemberdayaan masyarakat,

6. Pengelola sarana dan prasarana kehumasan,

7. Pembentuk citra dan reputasi posisitf instansi pemerintah,

8. Pengelola informasi pemerintah dan pembangunan.

Tugas humas pemerintah pula dijabarkan sebagai berikut :

1.  Melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi pemerintah dan
publik yang terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam mencapai
tujuan demi memperoleh manfaat bersama,

2. Meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksebilitas publik,

3. Meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang
kebijakan pemerintah,

4. Membangun citra dan reputasi politik



Humas pemerintah memliki fungsi yaitu, membentuk, meningkatkan, serta
memelihara citra dan reputasi posisit instansi pemerintah dengan menyediakan
informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan instansi. Humas pemerintah
pula menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan
dinamis, menjadi penghubung instansi dengan publiknya, serta melaksanakan
fungsi manajemen komunikasi, yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, dan pemberian masukan dlam pengelolaan informasi.

2.4 Fungsi Mediator

Salah satu fungsi humas pemerintah yaitu sebagai mediator. Fungsi
mediator terkait langsung dengan masalah hubungan. F. Rachmali (Soemirat
2010:6) mengatakan bahwa masalah hubungan (relationship) merupakan hal yang
sangat penting. Sehingga sangat penting bagi humas sebagai penghubung antara
organisasi dengan publiknya, humas berada di tepi perusahaan dengan kata lain
memainkan peran diperbatasan seperti yang dikatakan Grunig dan Hunt
(Soemirat, 2010:87), sedangkan (Ruslan, 2008:110) menyatakan fungsi pokok
Humas Pemerintah yaitu menjadi komunikator sekaligus mediator yang proaktif
dalam upaya menjembatani kepentingan instansi pemerintah disatu pihak dan
menampung aspirasi atau opini publik (masyarakat) di lain pihak. Grunig dan
Hunt menyatakan fungsi Humas sebagai mediator. Sebagai mediator humas tidak
lepas dari aktivitas komunikasi karena komunikasi merupakan unsur utama yang

terkandung di dalamnya.



Aktivitas komunikasi berkaitan dengan usaha memelihara komunikasi dua
arah atau timbal balik bagi suatu tim kerjasama antar departemen, dan
sekelompok orang dalam suatu organisasi (public internal) serta memanfaatkan
sumber daya manusia yang ada untuk mencapai tujuan bersama yang telah
ditetapkan sebelumnya. Kemudian dapat dilihat dalam arti luas, seperti interaksi
satu kelompok dengan kelompok lainnya, atau antara perusahaan dan publik
untuk mencapai kepuasan kedua belah pihak. Komunikasi dua arah timbal balik
tersebut merupakan faktor utama untuk manajemen kehumasan, proses tersebut
terlinat dari beberapa tahap, antara lain pengorganisasian, pengkomunikasian,
pengawasan, dan penilaian. Scott M.Cutlip & Allen H.Center menyatakan bahwa
proses perencanaan program kerja Humas melalui empat proses tahapan atau
langkah — langkah pokok yang menjadi landasan acuan untuk pelaksanaan
program kerja kehumasan adalah penelitian dan mendengarkan (Research-
Listening) , perencanaan dan mengambil keputusan (Planning-Decision),
mengkomunikasikan ~ dan  pelaksanaan ~ (Communication-Action),  dan
mengevaluasi (Evaluation).

Ruslan (2010:14) menyatakan bahwa mediator tidak hanya sebagai fungsi
namun juga sebagai keterampilan dalam menguasai teknik komunikasi baik
melalui media secara lisan maupun tertulis dalam penyampaian pesan atau
menyalurkan informasi dari lembaga organisasi yang diwakili dengan publiknya.
Humas merupakan mediator yang berada antara pimpinan organisasi dengan
publiknya, baik dalam membina hubungan masyarakat internal maupun eksternal.

Ciri khas dari mediator ini yaitu komunikasi dua arah karena dalam hal ini humas



bertindak sebagai narasumber informasi (source of informations) dan merupakan
saluran komunikasi (channel of information). Humas sebagai mediator sekaligus
komunikator berupaya memebentuk sikap dan pendapat yang positif dari
masyarakat melalui rangsangan atau stimulasi tertentu.

Peranan humas sebagai mediator tidak terlepas dari empat kategori yang
telah dibagi oleh Dozier D.M. Salah satunya yaitu sebagai Fasilitator Komunikasi.
Dalam hal ini, Humas bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk
membantu pihak manajemendalam hal mendengar apa yang diinginkan dan
diharapkan oleh publiknya. Di pihak lain, dia juga dituntut mampu menjelaskan
kembali keinginan, kebijakan, dan harapan organisasi kepada pihak publiknya.
Artinya kemampuan sebagai komunikator baik secara langsung maupun tidak
langsung, melalui media cetak/elektronik dan lisan (spoken person) atau tatap
muka dan sebagainya. Humas juga bertindak sebagai persuader, sehingga dengan
komunikasi timbal balik tersebut daapat tercipta saling pengertian, mempercayai,
menghargai, mendukung dan mentoleransi yang baik dari kedua belah pihak.

Dalam menjalankan fungsi mediator, aktivitas humas meliputi membina
hubungan ke dalam (publik internal), yang dimaksud public internal adalah
publik yang menjadi bagian dari unit/badan/perusahaan atau organisasi itu sendiri.
Seorang Humas harus mampu mengidentifikasikan atau mengenali hal-hal yang
menimbulkan gambaran negatif di dalam masyarakat, sebelum kebijakan itu
dijalankan oleh organisasi. Membina hubungan keluar (public eksternal), yang
dimaksud public eksternal adalah publik umum (masyarakat). Mengusahakan

tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang



diwakilinya. Dengan demikian, peran humas bersifat dua arah yaitu berorientasi

ke dalam (inward looking) dan ke luar (outward looking).

2.5 Fungsi Publisitas

Humas yang berfungsi untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam
mengembangkan tanggung jawab serta pasrtisipasi antara Humas dan masyarakat
untuk mewujudkan tujuan besama diwujudkan melalui beberapa aspek
pendekatan atau srtategi humas. Salah satunya melalui pendekatan persuasif dan
edukatif, dalam hal ini Humas menciptakan komunikasi dan arah dengan
menyebarkan informasi dari organisasi kepada publiknya yang bersifat mendidik
dan memberikan penerangan, maupun dengan melakukan pendekatan persuasif,
agar tercipta saling Pengertian, menghargai, pemahaman, toleransi, dan
sebagainya. Tujuan kegiatan humas pertama kali adalah berupaya menciptakan
saling Pengertian (mutual understanding) antara perusahaan dan publiknya.
Melalui kegiatan komunikasi diharapkan terjadi citra posisitf perusahaan di mata
publiknya.

Kata komunikasi menurut Onong Uchjana Effendi (Ruslan 2010:81)
berasal dari bahasa Latin : communication yang berarti pemberitahuan atau
pertukaran pikiran. Dengan demikian secara gais besar dalam suatu proses
komunikasi terdapat unsur — unsur kesamaan makna agar terjadi suatu pertukaran
pikiran atau Pengertian, antara komunikator (penyebar pesan) dan komunikan

(penerima pesan).



Newson dan Siefried (Ruslan 2010:82) mengungkapkan pentingnya peranan
komunikasi dalam kegiatan humas terkhusus dalam penyampaian pesan-pesan
dalam hal ini informasi demi tercapainya tujuan dan Pengertian, bersama dengan
publik, khalayak sasaran yaitu seorang pejabat humas haruslah seseorang yang
ahli dalam aspek komunikasi. Dari pernyataan diatas, jelas bahwa praktisi humas
mutlak mempunyai keterampilan dalam menguasai aspek teknis komunikasi, atau
unsur — unsur pokok dalam proses komunikasi, yaitu sebagai berikut :

o Source, yaitu individu atau pejabat Humas yang berinisiatif sebagai sumber
untuk menyampaikan pesan-pesannya.

o Massage, suatu gagasan, dan ide berupa pesan, informasi, pengetahuan,
ajakan, bujukan atau ungkapan bersifat pendidikan, emosi, dan lain
sebagainya yang akan disampaikan komunikator kepada perorangan atau
kelompok tertentu (komunikan).

o Channel, berupa media, sarana, atau saluran yang dipergunakan oleh
komunikator dalam mekanisme penyampaian pesan-pesan kepada khalayak.

o Effect, suatu dampak yang terjadi dalam proses penyampaian pesan-pesan
tersebut. Dapat berakibat positif maupun negatif tergantung dari tanggapan ,
persepsi, dan opini dari hasil komunikasi tersebut.

Menurut Robert D. Ross (Ruslan 2010:83), bahwa komunikasi merupakan
alat yang penting dalam fungsi humas. Publik mengakui dan menghargai suatu
kinerja yang baik dalam kegiatan komunikasi secara efektif, dan sekaligus kinerja
yang baik tesebut untuk menarik perhatian publik, serta tujuan penting yang

lainnya dari fungsi Humas. Citra positif, dapat terbentuk bila publik mempunyai



persepsi yang positif terhadap perusahaan. Persepsi ini harus lengkap dan tidak
setengah — setengah. Agar hal ini dapat dicapai maka publik harus dalam kondisi
kecukupan infomasi (well — informed) tentang perusahaan. Artinya tidak ada
kesengajaan informasi antara perusahaan dengan publiknya dan sebaliknya. Hal
itu pula dimaksudkan untuk mencegah kesalahan persepsi. Kesalahpahaman
akibat persepsi atau kekurangan innformasi merupakankesalahan mendasar dalam
kegiatan komunikasi , ketercukupan informasi akan terwujud bila humas
menyediakan saluran komunikasi yang terbuka dan memungkinkan terjadinya
komunikasi dua arah yang timbal balik.

Beberapa definisi publisitas yang dikemukakan para ahli seperti Herbert
Baus menyatakan publisitas sebagai pesan yang direncanakan, dieksekusi, dan
didistribusikan melalui media tertentu untuk memenuhi kepentingan public tanpa
membayar pada media. Otis Baskin dan kawan-kawan mendefinisikan publisitas
sebagai istilah yang merujuk pada publikasi berita tentang organisasi atau individu
yang tidak membayar waktu atau space, sedangkan Doug Newson melihat
publisitas sebagai informasi tentang organisasi yang dikemas sebagai editorial
bukan iklan pada medium publikasi atau berita. Kriyantono (2008:42).
Berdasarkan sumber publisitas, publisitas terbagi menjadi dua yaitu publisitas
lisan dan publisitas tulisan.

o Publisitas Lisan adalah publisitas yang bersumber dari pernyataan lisan,
misalnya wawancara wartawan dengan humas mengenai suatu peristiwa

atau menggelar konferensi pers dengan mengundang wartawan



o Publisitas Tulisan adalah publisitas yang bersumber dari informasi tertulis
yang dibuat humas, humas dapat mengirim informasi tertulis ke media
dalam bentuk press- realese, back — grounders, presskitt, atau lette of
denial.

Publisitas menjadi peluang bagi Humas untuk memanfaatkan media massa
sebagai penyebar informasi dengan garis, namun juga menjadi tantangan ini
berkaitan dengan faktor-faktor dimuat tidaknya informasi dari Humas, ada dua
faktor yaitu faktor penulisan materi publisitas dan faktor kualitas hubungan media
(media relations). Kita dapat melihat bahwa humas tidak lepas dari kegiatan
menulis terlebih untuk menjalankan fungsi publisitasnya. Tugas Humas terkait
dengan kegiatan menulis yang dikemukakan Cutlip, Center, dan Broom
(Kriyantono, 2008 : 27) terkait hal yang dilakukan spesialis humas di tempat kerja
yaitu menulis dan mengedit, dalam hal ini humas menyusun liris berita dalam
bentuk cetak atau siaran, cerita feature, newsletter untuk karyawan dan
stakeholders eksternal, korespondensi, pesan website, dan pesan medi online
lainnya, laporan tahunan, dan shareholder, pidato, brosur, film, dan script slide
show, artikel perdagangan, iklan instusional, materi-materi pendukung teknis
lainnya. Mengatur dan mengelola konperensi pers, lomba-lomba, konvensi, open
house, pemotongan pita, grand opening, ulang tahun, mengunjungi tokoh
terkemuka, program penghargaan, dan lain — lain.

Publisitas yang dilakukan melalui media massa sangat efektif membentuk
opini publik. Berita yang ditampilkan atau diekspos keluar oleh media massa

merupakan cara efektif pembentukan opini publik atau masyarakat umum. Sudah



dapat dipastikan bahwa setiap topik — topik berita yang dipublikasikan oleh

berbagai media massa itu mengandung pembentukan opini.



BAB 111

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian
3.1.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu
memberikan gambaran secara cermat dan factual . Penulis menggambarkan atau
mengambil keadaan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada mengenai
aktivitas Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan . Penelitian ini
lebih menekankan tentang persoalan kedalaman ( Kualitas ) data bukan
banyaknya ( kuantitas ) data. Penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan berubah
sesuai kondisi lapangan sehingga peran sang peneliti sangat dominan terhadap
keberhasilan penelitian.

3.2 Kerangka Konsep

Pada dasarnya tujuan utama dari program kerja dan berbagai aktivitas
humas adalah cara menciptakan hubungan harmonis antar organisasi atau lembaga
yang diwakilinya dengan khalayak. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan pedoman umum tata kelola
kehumasan di instansi pemerintah.

Menurut lembaga humas terkemuka di Inggris dan Eropa, terbitan
November 1987 : Humas adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara
terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat
baik dan saling Pengertian antara suatu organisasi dengan khalayak. Pada

pertemuan asosiasi humas seluruh dunia di Mexico City, Agustus 1987,



ditetapkan definisi humas sebagai berikut : Humas adalah suatu seni sekaligus
disiplin ilmu sosial yang menganalisis sebagai kecenderungan, memprediksi
setiap kemungkinan konsekuensi dari setiap kegiatan, member masukan dan
saran-saran kepada para pemimpin organisasi, dan mengimplemintasikan
program-program tindakan yang terencana untuk melayani kebutuhan organisasi
atau kepentingan khalayak ( Anggoro 2000:2 )

Gambar 1.1

Bagan Kerangka Konseptual

Humas DPRD kota Medan
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3.3

3.4

Definisi Konsep

Aktivitas adalah program Kkerja atau tahap-tahap yang dilakukan dalam
Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan

Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan adalah bagian yang
ada dalam sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan yang
dikepalai oleh Kepala Bagian ( Kabag ) Humas yang dibawahi langsung
oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Medan.

Mediator adalah humas pihak netral yang membantu para pihak dalam
proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian tanpa
menggunakan caramemutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
Publisitas  adalah  kegiatan ~ humas  mendokumentasikan  dan
menyebarluaskan kegiatan yang akan atau telah berlangsung tanpa atau
melalui media.

Informan atau Narasumber

Para informan yaitu mereka yang terlibat langsung dan berhubungan dengan

aktivitas humas di DPRD Kota Medan agar dapat memberikan informasi yang

akurat. Pengambilan informan memakai teknik purposive sampling yang

merupakan pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan penelitian.

Sebagai Informan atau Narasumber :

1.

Dra. Hj. Yuslizar Usman S.E , M.Si ( Selaku Kabag Humas Sekretariat
DPRD Kota Medan)
Sappe Manurung S.S, M.M ( Staff Humas Sekretariat DPRD Kota Medan)

Ricky Syahputra S.sos ( Staff Humas Sekretariat DPRD Kota Medan )



3.5 Teknik Pengumpulan Data
a. Data Primer

o Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian
dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara
dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan
wawancara (Siregar, 2013:18).

o Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, berguna
untuk menjelaskan, memeriksa dan merinci gejala yang terjadi ( Kriyantono,
2008:84).

b. Data Sekunder

o Data yang diperoleh dari berbagai literature, Koran dan lainnya yang

relevan dengan masalah yang akan diteliti.

c. Teknik Analisa Data

Analisa data yang akan dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, hal
ini dimaksud agar tetap berada dalam fokus penelitian. Penulis akan
menggambarkan masalah yang terjadi menggunakan argument yang jelas dan
memfokuskan perhatian pada pengumpulan data serta informasi melalui observasi
dan wawancara mendalam. Selanjutnya, data dan informasi tersebut akan
dianalisa secara kulitatif.

Proses analisa data dimulai dengan menelaah terlebih dahulu seluruh data
yang tersedia, kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif.

Karena analisa penelitian ini bersifat deskriptif, maka penyajian data disajikan

dalam bentuk narasi yaitu berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk



— bentuk aktivitas humas yang ada pada DPRD Kota Medan sebagai fungsi

mediator dan publisitas.

3.6 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Medan dan Kantor Sekretariat DPRD Kota Medan JI. Kapten Maulana Lubis No.1

Medan, Pada bulan Februari 2018 s/d Maret 2018.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Aktivitas Humas DPRD Kota Medan Sebagai Fungsi Mediator dan
Publisitas

Hubungan masyarakat merupakan salah satu bagian terpenting dan tidak
dapat terpisah dari sistem manajemen dalam suatu organisasi. Hal ini dikarenakan,
humas dalam upaya menyelenggarakan komunikasi timbal balik anatar organisasi
dengan publiknya terebut dapat menentukan sukses tidaknya usaha organisasi
daalam upaya meraih citra positif. Dengan kata lain, humas berperan sebagai
fasilitator dalam penyampaian informasi-informasi mengenai keadaan suatu
organisasi yang dianggap penting dan patut diketahui para pihak stakeholder atau
publik.

Pada dasarnya tujuan utama dari program kerja dan berbagai aktivitas
humas adalah cara menciptakan hubungan harmonis antar organisasi atau lembaga
yang diwakilinya dengan khalayak. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan pedoman umum tata kelola
kehumasan di instansi pemerintah.

Setiap instansi pemerintah, baik yang berskala besar, menengah ataupun
kecil tidak terlepas dari kegiatan yang berhubungan dengan timbal balik antar satu
bidang dengan bidang lainnya dalam menghadapi setiap permasalahan
pemerintah. Oleh karena itu, setiap organisasi instansi pasti membutuhkan bagian

yang dapat menjalankan aktivitas yang menghubungkan lembaga / instansi



dengan para publiknya. Pada dasarnya aktivitas humas Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kota sudah diupayakan untuk berjalan dengan semestinya.
Penulis mulai menulusuri kinerja humas dikantor ini dengan melakukan
wawancara dengan informan terkait.

Pada bagian ini, penulis memaparkan mengenai aktivitas humas secara
umum. Pola kelola humas di sekretariat DPRD Kota Medan sebenarnya telah
mencoba membangun iklim profesional, diantaranya adalah dengan adanya
pembagian tugas dalam struktur humas itu sendiri.

”’Di bagian dokumentasi, publikasi dan protokol (Humas) ini, kami terbagi
menjadi tiga sub-bagian lagi sehingga pekerjaan humas disini cukup
mudah untuk diselesaikan karena banyak yang bekerja di dalamnya. Ada
yang fokus mengerjakan bagian dokumentasi dan perpustakaan, ada pula
yang bekerja khusus di bagian informasi dan publikasi, serta ada yang
khusus menangani protocol dan pengaduan masyarakat.”” (Wawancara
dengan Dra. Hj. Yuslizar Usman S.E, M.Si, 19 Maret 2018)

Pernyataan diatas disampaikan KABAG Humas Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, pembagian tugas tersebut
dimaksudkan untuk memaksimalkan kinerja kehumasan pada tiap bagian sehingga
tiap sub-bagian kehumasan bisa fokus terhadap tugasnya masing-masing.

“tugas saya sebagai staff humas disini membuat dan menyebarluaskan
infromasi kepada masyarakat sebagai sub-bagian informasi dan publikasi
kami juga bekerja sama dengan media untuk menyampaikan ke
masyarakat tentang kinerja anggota dewan.” (Wawancara dengan Bapak

Sappe Manurung S.S, M.M, 19 Maret2018)
Pembagian Kkinerja yang sangat spesifik ini memungkin kinerja humas

dikantor ini menjadi maksimal dikarenakan pekerjaan yang tidak terlalu banyak.
Pola pembagian kinerja seperti ini penulis dapatkan sudah dilakukan dalam selang

waktu yang sudah sangat lama dan artinya pola ini telah menjadi budaya



kehumasan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota
Medan.

Kelebihan budaya pembagian kinerja ini bagi staff humas diantaranya tidak
diperlukan waktu yang sangat lama untuk menyesuaikan kinerja bagi staf yang
baru. Selain itu kinerja akan lebih gampang terpantau.

Namun terlepas dari budaya turun menurun di Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan ini juga memiliki kekurangan.
Terkadang urusan-urusan tersebut membuat para staf menjadi tidak inofatif dan
menumpulkan kreativitas untuk menciptakan hal-hal yang baru. Konteks dan
sebuah instansi kehumasan pemerintah.

“setiap humas disini, diberi uraian pekerjaan masing-masing. Oleh karena
itu setiap orang tau apa yang harus dikerjakan.” (Wawancara dengan
Kabag Humas, 19 Maret 2018)

Inilah yang menjadi penyebab kreativitas staf humas dalam mejalankan

fungsinya menjadi terkekang. Uraian tugas sudah sangat lama tidak diperbaharui
mendukung hal itu. Selain itu budaya organisasi pemerintahan yang menjadikan
pimpinan sebagai “raja” dalam sebuah instansi semakin mendukung macetnya
sebuah inovasi baru untuk bermunculan.

“bagian humas ini berusaha membantu memfasilitasi anggota dewan.
Menjembatani antara dewan dan media serta membantu memberikan
informasi kepada masyarakat tentang kinerja anggota dewan itu sendiri”
(wawancara dengan Ricky Syahputra S.sos, 19 Maret 2018)

Penulis akan memasuki bagian penjabaran tentang aktivitas humas

sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan sebagai fungsi
mediator sebagai mana dituliskan pada bab Il fungsi ini dalam sebuah instansi

pemerintah terbagi dua. Ada yang bersifat ke dalam dan ada yang bersifat keluar.



Peran itu nampak ketika anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
menjalankan reses atau ada pembawa aspirasi oleh masyarakat itu sendiri dalam
bentuk demonstrasi yang datang langsung ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kota Medan.

Demonstrasi untuk ukuran kota Medan sudah terbilang sangat sering terjadi.
Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan staf humas tentunya
sudah sangat tidak asing lagi menghadapi kondisi ini. Beberapa staf kemudian
menanggapi bagaimana harus melaksanakan fungsinya ketika para demonstran
berdatangan.

“contoh kasus demo. Kami adalah jembatan ke dewan, kami memediasi
mereka ketemu dewan. Setelah mereka diterima kami buat rilisnya™
(Wawancara dengan Sappe Manurung S.S, M.M, 19 Maret 2018)

Memang dari sekian banyak mediasi yang bisa dilakukan, Humas

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan hanya
membatasi urusan memenuhi tuntutan aspirasi pengunjuk rasa atau kru media
massa yang datang ke kantor. Tidak ada pengklarifikasian publik yang dapatkan
seperti yang terjabarkan format tata kelola kehumasan pemerintah. Ini dibuktikan
dengan seluruh staf yang penulis temui menganggap mediasi secara sempit,
sekedar berurusan dengan demonstran. Kabag Humas Menegaskan bahwa :

“sebagai fungsi mediator dan publisitas, saya boleh katakan bahwa humas
telah melaksanakan fungsi tersebut. Dimana sub-bagian Protokol dan
Pengaduan Masyarakat menjalankan fungsi mediator antara anggota dewan
dengan para pendemo lalu dilanjutkan pempublikasian tentang penerimaan
aspirasi tersebut melalui website atau media yang ada saat itu oleh sub-
bagian Informasi dan Publikasi” ( Wawancara dengan Kabag Humas, 19
Maret 2018)



Menghadapi urusan demonstasi menurut humas mereka telah melakukan

prosedur penanganan. Berikut adalah tahap penanganan demonstasi yang berhasil

penulis simpulkan:

1.

Tahap penerimaan, tahap ini menurut staf humas ialah menerima para
pengunjuk rasa yang biasa dilakukan di halaman kantor dewan. Bila yang
melakukan aspirasi sudah merupakan kedatangan yang kedua kalinya dan
telah membuat perjanjian dengan humas maka biasanya sudah disiapkan
oleh para pengunjuk rasa.

Tahap pemanggilan perwakilan massa, negosiasi berlangsung dan biasanya
humas meminta beberapa orang dari massa untuk masuk keruangan. Para
pengunjuk rasa terkadang sudah menyiapkan negosiator yang akan masuk
berhadapan langsung dengan Tim Penerima Aspirasi yang bertugas pada
saat itu.

Tahap penyampaian kepada Pimpinan dewan dan komisi terkait. Tim
penerima aspirasi membuat laporan kepada ketua DPRD lalu selanjutnya
direkomendasikan ke komisi yang berkaitan dengan tuntutan demonstran.
Tahap publikasi. Dalam pertemuan Tim Penerima Aspirasi dengan pihak
demonstran, humas membuat laporan yang kemudian dipublikasikan
melalui website sekretariat DPRD itu sendiri dan tidak menutup
kemungkinan juga bahwa ada pihak wartawan yang hadir saat diskusi
berlangsung, mempublikasikan langsung pertemuan tersebut melalui

medianya.



Seluruh staf humas dan beberapa anggota dewan yang membenarkan bahwa
fungsi mediator humas sudah dijalankan dengan baik. Namun, ada pula anggota
dewan yang memang belum mengakui hal tersebut. Hasil observasi penulis
memang mendapatkan bahwa tahapan dan peran Humas sebagai mediator belum
dilaksanakan dengan maksimal. Tahapan dan hal yang terjadi di lapangan
sangatlah berbeda.

Sedikitnya paparan mengenai aktivitas Humas Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan membuktikan kurangnya
kreatifitas humas. Paparan ini mebuktikan bahwa maksimalisasi kerja humas
terbilang jauh dari harapan.

Selain publisitas dan menjalankan fungsi mediator, humas juga menjalankan
beberapa tugas yang memudahkan kinerja-kinerja anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) diantaranya menemani langsung anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang melakukan reses atau menyiapkan
beberapa kelengkapan informasi rapat.

1.  Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Aktivitas Humas DPRD

Kota Medan Sebagai Fungsi Mediator dan Publisitas.

Di era keterbukaan sekarang ini humas mempunyai peran yang penting dan
strategis. Humas adalah kegiatan komunikasi dalam organisasi yang berlangsung
dua arah dan timbal balik. Posisi humas merupakan penunjang tercapainya tujuan
yang ditetapkan oleh suatu manajemen organisasi.

Humas yang berfungsi untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam

mengembangkan tanggung jawab serta pasrtisipasi antara Humas dan masyarakat



untuk mewujudkan tujuan besama diwujudkan melalui beberapa aspek
pendekatan atau srtategi humas. Salah satunya melalui pendekatan persuasif dan
edukatif, dalam hal ini Humas menciptakan komunikasi dan arah dengan
menyebarkan informasi dari organisasi kepada publiknya yang bersifat mendidik
dan memberikan penerangan, maupun dengan melakukan pendekatan persuasif,
agar tercipta saling Pengertian, menghargai, pemahaman, toleransi, dan
sebagainya. Tujuan kegiatan humas pertama kali adalah berupaya menciptakan
saling Pengertian (mutual understanding) antara perusahaan dan publiknya.
Melalui kegiatan komunikasi diharapkan terjadi citra posisitf perusahaan di mata
publiknya.

Peran humas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan
dirasakan sangat penting dalan membangun citra positif instusi. Selain itu urusan
yang padat membuktikan kinerja yang sangat maksimal. Untuk mendukung
kinerja-kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan maka
humas sangat diharapkan mampu memenuhi hal tersebut. Apalagi dewasa ini
pemerintah tengah menghadapi berbagai persoalan dan tudingan mengenai kinerja
yang tidak terlalu baik ketika berhubungan secara vertikal dengan masyarakat.

Upaya maksimal aktivitas kehumasan sangat penting dan menjadi tuntutan
yang mendesak saat ini, wajib dilaksanakan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kota Medan, sebagai momentum strategis untuk melakukan
perubahan tatanan peran kehumasan yang dapat bersinergi secara efektif. Humas

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan selalu dituntut



kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang
sangat cepat.

Namun sebelum masuk pada pembahasan mengenai faktor pendukung dan
penghambat kinerja humas, penulis akan mengurai tanggapan Humas tentang
pelaksanaan fungsinya .

“Kasubag humas dan staf sudah menjalankan tugasnya selaku mediator dan
fasilitator. Koordinasi mereka dengan media dan juga anggota dewan sudah
bisa dibilang baik”. (Wawancara dengan Kabag Humas, 19 Maret 2018)

Padahal yang harus diketahui bahwa sasaran humas adalah publik internal

dan eksternal. Secara operasional humas bertugas membina hubungan harmonis
antara organisasi dengan publiknya dan mencegah timbulnya rintangan psikologis
yang mungkin terjadi di antara keduanya. Secara definitif, humas adalah fungsi
manajemen yang bertujuan menjembatani antara organisasi dan stakeholder baik
diluar maupun di dalam. Jadi humas sebagai juru bicara pemerintah harus
mengetahui segala kebijakan publik yang diambil itu dapat diimplimintasikan
dengan baik, sangat membutuhkan dukungan publik.

Inilah yang kemudian janggal dari peran Humas Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kota Medan secara ke dalam memang sudah terlihat berjalan,
namun secara ke luar hal itu belum bisa dibuktikan. Humas Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan seharusnya juga berperan menjembatani
antara kepentingan pemerintah dan masyarakat Kota Medan dalam meningkatkan
kinerja pembangunan di masyarakat serta kegiatan pemerintahan. Jadi salah satu
aktivitas Humas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota
Medan adalah belum terbinanya hubungan yang harmonis dengan masyarakat

dalam membina martabat instansi dalam pandangan masyarakat.



Seringnya ditemui masalah mengenai kebijakan yang diambil oleh anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan ditanggapi salah oleh
masyarakat. Ini terjadi, karena kurangnya informasi yang diterima masyarakat
terkait dengan maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Untuk itu sangat
diperlukan penyampaian pesan baik dan humas seharusnya mampu
memfasilitasinya.

Penulis milihat bahwa Humas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) ini lebih banyak condong memkasimalkan peran publisitas ketimbang
memainkan fungsinya sebagai mediator. Sekalipun fungsi mediator berjalan, itu
hanya bersifat ke dalam saja, padahal selain perlu menampung informasi yang
menjadi keluhan masyarakat, baik yang menyoroti tentang Pemerintah Kota
Medan. Sehingga hal ini mewujudkan keharmonisan antara pemerintah dan
masyarakat.

Staf humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak menyebutkan
faktor pendukung bahkan fasilitas juga cenderung untuk dianggap sebagai faktor
penghambat kinerja Humas.

“kalau dibilang lengkap, bisa dikatakan fasilitas untuk humas itu sendiri
belum lengkap. Tapi di sini dituntut untuk bagaimana memaksimalkan
kinerjanya dengan segala kondisi yang dapat kita lihat sekarang ini”.
(Wawancara dengan Ricky Syahputra S.sos, 19 Maret 2018 )

Terkait faktor pendukung dan penghambat kinerja kehumasan dikantor

ini,maka penulis menyimpulkan faktor pendukung tersebut antara lain :
o Fasilitas memadai. Observasi penulis menghasilkan ketidakbenaran ujaran

yang mengatakan fasilitas belum memadai. Anggaran yang ada dan



ketersediaan ruangan sebenarnya bisa dikatakan sangat mendukung kinerja

kehumasan.

o Pembagian kinerja yang sangat spesifik membuat kinerja kehumasan
seharusnya lebih mudah.

o Teknologi Komunikasi. Jaringan komunikasi dan ketersediaan teknologi
sebenarnya adalah cara untuk senantiasa meng-update informasi setiap
waktu. Seorang staf humas tidak memiliki lagi alasan untuk kekurangan
informasi.

Pembentukan, pemeliharaan dan peningkatan citra dan reputasi positif harus
didukung kebijakan dan komitmen pimpinan puncak. Kemampuan
berkomunikasi, baik melalui lisan maupun tulisan adalah salah satu penyampaian
pesan, ide, dan gagasan program kerja, dan sekaligus membentuk opini atau
menguasai pendapat umum sesuai dengan yang diinginkan komunikator.

Memang ada kecenderungan minimnya budaya mencari informasi yang
penulis dapatkan. Bahkan ada yang menganggap biasa saja mengenai pemberitaan
yang menganggap Humas DPRD tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya.
Berikut adalah faktor penghambat yang berhasil penulis simpulkan, anatar lain :

o Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pegawai. Seorang pejabat
humas seharusnya dapat berkomunikasi dengan efektif dan tepat danlam
penyampaian pesan kepada sasaran melalui empat syarat :

1) Pesan dibuat sedemikian rupa dan selalu menarik perhatian,

2) Pesan dirumuskan dan mencakup pengertian dan diimbangi dengan

lambang-lambang yang dapat dipahami oleh publiknya,



3) Pesan menimbulkan kebutuhan pribadi komunikannya dan,
4) Pesan merupakan kebutuhan yang dapat dipenuhi sesuai dengan situasi
komunikan.

o Manajemen Kelembagaan Humas. Manajemen kelembagaan yang sudah
usang. Ada baiknya untuk diperbaharui sesuai dengan konteks zaman. Para
penyampai aspirasi saat ini sudah memiliki cara yang beragam. Oleh karena
itu humas juga diperlukan melakukan adaptasi.

“sekarang soal tata cara menyampaikan aspirasi tidak bisa diintervasi,
karena karakter masyarakat berbeda dalam menyampaikan aspirasi, tapi Kita
juga punya harapan karena disini institusi pemerintahan. Seperti itu tadi,
berhubungan dulu dengan humas, protokoler dan bagian umum.”
(wawancara dengan Kabag Humas, 19 Maret 2018)

Humas juga mempunyai peranan dalam menunjang kelancaran aktivitas

kerja dalam instansi. Dengan diperhatikannya kebutuhan atau keinginan staf,
diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja para staf dan aktivitas kerja staf
dapat lebih lancar pelaksanaannya tanpa adanya hambatan yang muncul akibat
tidak efektifnya aktivitas humas bagi publik intern.

Tak hanya itu saja, humas juga berperan sebagai mitra pencitraan good
goverment dengan media massa sehingga jalinan kerjasama anatara pemerintah
yang diwakili oleh humas dengan media massa berjalan dengan baik dalam
rangka memberikan informasi kepada khalayak ramai.

Di Indonesia lembga kehumasan sangat diperlukan. Humas merupakan
kelanjutan dari proses penetapan kebijakan pemerintah, pemberi layanan
informasi kepada masyarakat, sehingga instansi memperoleh kepercayaan dari

publiknya, yaitu masyarakat dalam arti luas. Apalagi sekarang masyarakat



membutuhkan banyak informasi dari keterbukaan sebuah lembaga agar mereka
mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan. Selain demi kemajuan instansi
yang bersangkutan, humas tidak hanya memebrikan informasi kepada publiknya
akan tetapi humas juga menerima informasi dari publiknya. Dengan kata lain ciri
khas dari humas adalah menyelenggarakan komunikasi timbal balik.

Sebagian besar humas pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
masih banyak terkendala, dari masalah struktur dan organisasi humas,
kultur/budaya kerja praktisi atau pejabat humas yang masih kurang strategis. Pada
akhirnya, perlu pengkajian dan perhatian mendalam atas kualifikasi aparat humas,
sistem jenjang karir dan humas sebagai juru bicara pemerintah dapat

direalisasikan dengan nyata.

4.2 Pembahasan
4.2.1 Aktivitas Humas DPRD Kota Medan Sebagai Fungsi Mediator dan
Publisitas
Saat ini peranan humas dalam suatu manajemen sangat strategis untuk
menunjang tujuan dari suatu perusahaan atau instansi. Fungsi manajemen humas
yang bertujuan menciptakan dan mengembangkan persepsi terbaik bagi suatu
lembaga, organisasi, perusahaan, atau produknya terhadap segmen masyarakat,
yang kegiatannya langsung ataupun tidak langsung mempunyai dampak bagi
masa depan organisasi, lembaga, perusahaan, dan produknya. Hal tersebut
dikemukakan oleh Ruslan bahwa humas berperan sebagai penunjang manajemen,

aktivitas organisasi, dan demi tercapainya tujuan bersama dalam suatu organisasi.



Melalui unit dan program kerja humas tersebut, pemerintah dapat menyampaikan
informasinya atau menjelaskan mengenai kebijaksanaan dan tindakan-tindakan
tertentu serta aktivitas dalam melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban
kepemerintahannya.

Saat ini peran humas di institusi-institusi pemerintahan tidak bisa dipandang
sebelah mata. Seiring dengan tuntuttan reformasi termasuk reformasi dibidang
birokrasi, pemerintah wajib menyelenggarakan aktifitasnya dengan memenuhi
Kriteria asas-asas pemerintahan yang baik. Humas pemerintahan dengan demikian
dapat disimpulkan menjadi pemberi infroman kepada masyarakat sekaligus
penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini bisa dipahami karena
pemerintah adalah agen dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat memberikan
haknya untuk diwakilkan kepada orang-orang pemerintahan agar bisa
diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Maka suatu kewajaran apabila
pemerintah harus tetap terhubung dengan masyarakat dan setiap aspeknya
menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Penulis selanjutnya menjabarkan aktivitas Humas Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan sebagai fungsi mediator dan publisitas.
Dengan adanya humas tentu akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh
informasi  yang dibutuhkan karena melalui humas, pemerintah dapat
melaksanakan penyampaian infromasi pembangunan, penjelasan mengenai
kebijaksanaan atau tindakan-tindakan tertentu serta kegiatan-kegiatan dalam
melaksanakan kewajiban atau tugas kepemerintahan (publisitas). Hal ini juga

dikemukakan oleh Jhon D.Millet bahwa salah satu tugas humas pemerintah yaitu



memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh
suatu lembaga/instansi pemerintah yang bersangkutan.

Humas yang baik menyadari citra yang baik tidak hanya terletak pada
bentuk gedung, presentasi, publikasi, dan lain-lain. Tetapi terletak pada
bagaimana organisasi yang dipercayai memiliki kekuatan dalam mengadakan
perkembangan secara berkesinambungan yang terbuka untuk dikontrol dan
dievaluasi.

Humas suatu alat memperlancar jalannya interaksi serta penyebaran
informasi kepada khalayak dengan menggunakan media. Kehadiran humas bukan
merupakan unit struktual yang kaku karena di ikat oleh prosedur dan birokrasi
yang ada, tetapi posisinya yang langsung berhubungan dengan pimpinan, petugas
humas pun harus mempunyai kemampuan untuk mengatasi segala permasalahan
yang di hadapkan kepadanya jika begitu kaku akan menghambat termasuk pula
apabila kurang kemampuan humas itu sendiri, baik kualitas, keterampilan dan
lain-lain.

Hubungan masyarakat mempunyai ruang lingkup kegiatan yang
menyangkutt banyak manusia (publik, masyarakat, khalayak) , baik didalam
(public intern) diluar (public ektern). Humas sebagai komunikator mempunyai
fungsi ganda yaitu keluar memberikan informasi kepada khlayak dan kedalam
menyerap reaksi dari khalayak.

Humas melibatkan berbagai jenis khalayak dan organisasi. Hubungan
masyarakat tidak hanya dilakukan oleh perusahaan publik dan perusahaan bisnis,

tetapi juga boleh asosiasi perdagangan atas nama industri-industri tertentu,



asosiasi atas nama anggota mereka, dan organisasi dan nirlaba lainnya serta
pemerintahan kota-kota, Negara dan berbagai instansi pemerintah. Sedangkan
masyarakat disini adalah para pemegang kepentingan yang cukup bervariasi,
termasuk pemegang saham dan investor, karyawan atau anggota pelanggan dan
konsumen, regulator pemerintah, media, dan masyarakat di mana organisasi itu
berada.

Humas pemerintah memliki fungsi yaitu, membentuk, meningkatkan, serta
memelihara citra dan reputasi posisit instansi pemerintah deengan menyediakan
informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan instansi. Humas pemerintah
pula menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan
dinamis, menjadi penghubung instansi dengan publiknya, serta melaksanakan
fungsi manajemen komunikasi, yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, dan pemberian masukan dlam pengelolaan informasi.

Aktivitas humas terkait fungsi publisitas tidak lepas dari pendokomentasian
kegiatan kehumasan baik berupa arsip berita, foto, dan film. Dokumentasi juga
digunakan untuk keperluan sumber informasi yang cukup penting mengenai suatu
peristiwa (event) dan kegiatan perusahaan lain yang kemudian dianalisis,
dievaluasi, dan hingga disimpan sebagai bahan pendokumentasian. Humas juga
mengelola website Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan
dengan melakukan up-dating konten secara berkesinambungan juga sebagai salah
satu media publisitas. Dalam hal ini, humas mengembangkan jaringan kerja
berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan sinergi dan kinerja antar mitra

kerja humas dalam mewujudkan good govermance. Pemanfaatan jaringan internet



(misalnya website), berarti menambah variasi media informasi publik. Variasi
media berarti memungkinkan variasi kemasan pesan. Ini penting agar pola
penyebaran informasi tidak monoton.

Publisitas menjadi peluang bagi Humas untuk memanfaatkan media massa
sebagai penyebar informasi dengan garis, namun juga menjadi tantangan ini
berkaitan dengan faktor-faktor dimuat tidaknya informasi dari Humas, ada dua
faktor yaitu faktor penulisan materi publisitas dan faktor kualitas hubungan media
(media relations). Kita dapat melihat bahwa humas tidak lepas dari kegiatan
menulis terlebih untuk menjalankan fungsi publisitasnya.

Humas yang menjalankan fungsi publisitas tidak terlepas dari unsur dasar
yaitu keinginan komunikasi,dan melalui kegiatan tersebut diharapkan terjadi
kecukupan informasi antara perusahaan dengan publiknya. Kecukupan informasi
merupakan dasar untuk mencegah kesalahan persepsi. Humas merupakan suatu
alat atau saluran untuk memperlancar jalannya interaksi dan penyebaran informasi
mengenai publikasi pembangunan nasional melalui kerjasama dengan pihak pers,
media cetak atau elektronik dan hingga menggunakan media trasdisonal lainnya.

Selanjutnya penulis akan membahas mengenai aktivitas Humas Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan dalam menjalankan fungsinya
sebagai mediator. Humas mempunyai peran ganda yaitu fungsi ke luar berupa
memberikan informasi atau pesan-pesan sesuai dengan tujuan dan kebijaksanaan
instansi / lembaga kepada masyarakat sebagai khalayak sasaran, sedangkan ke
dalam wajib menyerap reaksi, aspirasi atau opini khalayak tersebut diserasikan

demi kepentingan instansinya atau tujuan bersama.



Humas adalah fasilitator atau mediator komunikasi antara perusahaan dan

publiknya. Satu kaki dipihak manajemen sedangkan kaki lainnya ada di pihak

publik. Sehingga sebagai mediator humas memiliki kemampuan sebagai

komunikator baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak

atau elektronik dan lisan (spoken person) atau tatap muka dan sebagainya.

Aktivitas mediator ini berpedoman pada model two ways traffic communication,

yang dirinci kan Ruslan sebagai berikut :

Berorientasi demi kepentingan tujuan politis dan birokratis kepemerintahan,
Memberikan penerangan dan pendidikan ke masyarakat umum tentang
kegiatan pemerintah dan pelaksanaan program kerja pembangunan nasional,
Meyakinkan masyarakat atau memasyarakatkan tentang maksud dan tujuan
peraturan, langkah-langkah serta kebijaksanaan pemerintahan yang ada,
Menyampaikan atau memonitor tentang pendapat umum agar peraturan dan
perundang-undangan itu senantiasa berdasarkan kenyataan yang dapat
diterima oleh masyarakat,

Menyampaikan informasi atau pesan tentang keinginan-keinginan, aspirasi,
pendapat, dan persepsi masyarakat pada pemerintah memonitor tanggapan
(feed back) masyarakat sebagai input atau masukan berguna yang kemudian
disampaikan kepada instansi bersangkutan.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai publisitas dan mediator, humas harus

mengetahui sejauh mana batas pesan/informasi yang dapat dipublikasikan atau

pesan / informasi yang tidak dapat diungkapkan secara terbuka kepada publiknya,

khusunya kepada kalangan pers/media massa. Pejabat humas harus dapat



memilih-milih dengan pasti mana diantara informasi dan publikasi, atau berita
tersebut yang boleh direaleas (disiarkan), atau mana diantara informasi tersebut
tidak boleh diketahui secara umum, dan bahkan tertutup untuk kalangan pers /
wartawan. Sesuai dengan formula, Avaid publicity dan with-drawal negative news
maka pihak humas harus meneliti atau memilih-milih terlebih dahulu, jenis
publikasi,informasi dan berita apa yang bole dibuka, dan mana yang tidak boleh
dibuka (close communication) khususnya kepada pihak pers / wartawan.

Tujuan dan proses perencanaan program kerja untuk mengelola berbagai
aktivitas humas tersebut dapat di wujudkan jika terorganisasi dengan baik melalui
manajemen humas dikelola secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan
hasil dan sasarannya. Hal tersebut juga dapat diwujudkan jika adanya pertukaran
pendapat, pesan, dan informasi yang jelas, serta mudah dimengerti oleh kedua
belah pihak yang terlibat komunikator dan komunikan dimana pertukaran
informasi dilakukan melalui sistem saluran (cannel), media massa atau bentuk
non massa lainnya.

Fungsi humas sebagai mediator juga terlihat pada saat penulis melakukan
penelitian terkait unjuk rasa yg sering terjadi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kota Medan. Penulis mendapat penjabaran proses Yyang
dilakukan humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan dalam
menangani unjuk rasa masyarakat. Humas memediasi antar pihak pendemo
dengan pihak DPRD. Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
menampung aspirasi masyarakat dan melakukan mediasi antara pihak pengunjuk

rasa dengan pihak DPRD. Jadi, dari pihak pendemo akan dipersilahkan masuk ke



rungan dan dipertemukan dengan pihak DPRD (tim penerima aspirasi). Kemudian
humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan berperan sebagai
mediator antara masyarakat dan DPRD.

Peranan humas sebagai mediator tidak terlepas dari empat kategori yang
telah dibagi oleh Dozier D.M. Salah satunya yaitu sebagai Fasilitator Komunikasi.
Dalam hal ini, Humas bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk
membantu pihak manajemendalam hal mendengar apa yang diinginkan dan
diharapkan oleh publiknya. Di pihak lain, dia juga dituntut mampu menjelaskan
kembali keinginan, kebijakan, dan harapan organisasi kepada pihak publiknya.
Artinya kemampuan sebagai komunikator baik secara langsung maupun tidak
langsung, melalui media cetak/elektronik dan lisan (spoken person) atau tatap
muka dan sebagainya. Humas juga bertindak sebagai persuader, sehingga dengan
komunikasi timbal balik tersebut daapat tercipta saling pengertian, mempercayai,
menghargai, mendukung dan mentoleransi yang baik dari kedua belah pihak.

Dalam menjalankan fungsi mediator, aktivitas humas meliputi membina
hubungan ke dalam (publik internal), yang dimaksud public internal adalah
publik yang menjadi bagian dari unit/badan/perusahaan atau organisasi itu sendiri.
Seorang Humas harus mampu mengidentifikasikan atau mengenali hal-hal yang
menimbulkan gambaran negatif di dalam masyarakat, sebelum kebijakan itu
dijalankan oleh organisasi. Membina hubungan keluar (public eksternal), yang
dimaksud public eksternal adalah publik umum (masyarakat). Mengusahakan

tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang



diwakilinya. Dengan demikian, peran humas bersifat dua arah yaitu berorientasi
ke dalam (inward looking) dan ke luar (outward looking).

Sejauh ini humas DPRD dalam menjalankan aktivitasnya sebagai fungsi
mediator dan publisitas sudah baik, terlihat dari beragam kegiatan yang
dilaksanakan DPRD mulai dari menganalisis sampai pada kegiatan mengevalusi
kegiatannya, hal ini juga adanya dukungan dari pimpinan DPRD, kredibilitas
suatu perusahaan atitau instansi dimulai dari integritas serta tindakan manajemen
puncak. Dalam menjalankan aktivitasnya humas juga sangat memerlukan bantuan
dan kerjasama top manajemen sebagai layer utama sumber informasi yang sah.

Dari hasil observasi dan wawancara, penulis melihat banyak aktivitas-
aktivitas kehumasan di DPRD yang telah diprogramkan namun belum berjalan
secara maksimal. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan
DPRD dan beberapa program kerja kehumasan yang tidak maksimal kemudian
menimbulkan pertanyaan mengenai kinerja kehumasan DPRD sekaligus dapat
dijadikan indikasi keberhasilan aktivitas humas dalam menjalankan aktivitasnya.
Fakta-fakta tersebut semakin mendukung penulis untuk mencari tau faktor-faktor
yang menghambat aktivitas humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
4.1.2 Faktor — Faktor yang mendukung dan menghambat aktivitas Humas

DPRD Kota Medan sebagai fungsi mediator dan publisitas

Pada bagian ini penulis akan menjabarkan faktor-faktor yang menghambat
aktivitas humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai fungsi
mediator dan publisitas. Ruslan mengemukakan bahwa pada prinsipnya secara

struktural fungsi humas dalam organisasi merupakan bagian integral yang tidak



dapat dipisahkan dari suatu kelembagaan atau organisasi. Humas terkait langsung
dengan fungsi top manajement. Fungsi kehumasan dapat berhasil secara sepihak
apabila berada langsung dibawah pimpinan atau mempunyai hubungan langsung
dengan pimpinan tertinggi (pengambilan keputusan) pada organisasi-organisasi /
instansi yang bersangkutan. Kedekatan Humas dengan top manajement dapat
memberikan pengetahuan yang jelas dan rinci mengenai suatu sistem terpadu,
pola perencanaan, kebijakan, keputusan yang diambil, visi dan arah tujuan
organisasi bersangkutan. Hal ini perlu agar tidak terjadi kesalahan dalam
penyampaian pesan dan informasi dari lembaga / organisasi kepada publiknya.

Pekerjaan humas terbilang kompleks sehingga diperlukan Sumber Daya
Manusia (SDM) yang mewakili kemampuan dan skill manajemen kehumasan,
sedangkan staf humas yang ada di DPRD tidak ada yang mempunyai latar
belakang pendidikan terkait kehumasan. Dalam artian bahwa pengetahuan staf
humas akan dunia kehumasan masih terbilang kurang. Hampir semua staf humas
belajar sendiri dalam menjalankan aktivitas kehumasan entah melalui literatur,
forum kehumasan, dan ada juga yang memang memiliki keahlian di bidang
kehumasan.

Seorang humas seharusnya memiliki kemampuan cukup komplit. Dia harus
memiliki karakter yang merupakan peraduan seni dengan profesional yang baik
dalam kemampuan manajerial, teknis, motivator, komunikator, perencanaan,
pelaksanaan, hingga mengevaluasi program kerja dan sebagainya..

Tentunya dengan pengetahuan tentang kehumasan yang kurang staf humas

mendapat banyak tantangan. Berbicara mengenai tantangan dalam menjalankan



fungsi humas sebagai publisitas, salah satu tantangan yang paling mendasar
menurut Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yaitu mengenai
prinsip-prinsip pengolahan data dan informasi. Humas baru siap mengupdate
informasi yang update .

Ada banyak hal yang masih perlu ditingkatkan Humas Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan aktivitasnya, adanya tuntutan
pengujian kemampuan praktisi humas baik segi kemampuan manajerial, maupun
segi teknis mengelola manajemen humas dan manajemen komunikasi pada sebuah
organisasi/perusahaan yang maju dan siap untuk menghadapi berbagai tantangan,
atau kompetisi kian tajam pada informasi era terbuka.

Yang menjadi tugas berat humas yaitu mencegah munculnya informasi
negatif tentang perusahaan yang dimuat di media, karena hal ini menyebabkan
opini publik bisa terbentuk dengan sangat cepat. Sekali informasi negatif muncul
di media, maka opini publik bisa terbentuk dengan sangat cepat. Dampaknya citra
perusahaan akan jatuh. Keberhasilan humas dalam mencegah munculnya
informasi ini bisa dijadikan indikator keberhasilan kerja seorang humas.

Seorang humas harus mampu menonjolkan dirinya sebagai sebuah
organisasi yang dapat menciptakan citra positif perusahaan, kewajiban humas lah
yang harus mengubah pemikiran masyarakat agar satu perusahaan atau lembaga
dapat dikenal baik. Ini merupakan tantangan bagi seorang humas, tetapi semua itu
dapat dicapai dengan kerja sama yang baik dan juga dengan tujuan yang baik

pula. Humas yang bernaung di daerah pemerintahan seperti ini memang harus



bekerja ekstra, apalagi humas DPRD yang kita ketahui bahwa citra anggota dewan
dimata masyarakat pun jarang sekali yang positif.

Sangat penting bagi humas dalam hal ini Humas Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) untuk bekerjasama dengan media dalam kondisi apapun. Tidak
hanya menghubungi media di saat media dibutuhkan. Humas adalah mitra kerja
media, setiap saat saling membutuhkan hal-hal yang membuat munculnya berita
negatif yaitu ketika tersumbatnya secara komunikasi, humas gagal memposisikan
diri sebagai dominat-coalition, dan hubungan media yang kurang Dbaik.
Kecenderungan ini terjadi juga karena humas hanya semata-mata berdiri dari
sudut kepentingan perusahaan/instansi. Akibatnya informasi yang diberikan
berdasarkan kebutuhan perusahaan. Padahal humas adalah mediator antara
perusahaan dengan publik, karena itu kepentingan publik semestinya dipikirkan
bukan hanya kepentingan perusahaan saja. Media sangat berpengaruh bagi
pekerjaan humas, terlebih perusahaan membutuhkan citra positif agar masyarakat
meyakini bahwa perusahaan tersebut memang sudah menjalankan tugas nya
dengan baik. Kerja sama antar media dan humas tidak terlepas bahkan sangat
mengikat satu sama lain, oleh sebab itu masing-masing dari keduanya harus saling
membangun kerja sama yang positif mengingat peran dari keduanya sangat
diperlukan.

Masih banyak hal yang perlu diperhatikan, dibenahi, dan disempurnakan
oleh Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan terkait
aktivitasnya dalam menjalankan fungsi sebagai mediator dan publisitas. Hal

tersebut dapat dibangun melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber



daya manusia, penguatan struktur dan infrastruktur, sistem dan prosedur,
komunikasi organisai, dalam upaya menciptakan tata kelola kehumasan yang baik
sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Sangat diharapkan
aktivitas Kehumasan DPRD sesuai SOP (Standard Operating Procedures)
sehingga kegiatan kehumasan dapat terlaksana secara optimal, efektif, dan efisien
yang transparan dan akuntabel sekaligus sebagai bagian dari tata kelola
pemerintahan yang baik. Sehingga masyarakat dapat mempercayai pmerintahan
nya dikelola dengan baik dan tidak dikelola dengan cara yang salah. Karena
kepercayaan masyarakat sangat sensitif, sehingga humas harus bekerja ekstra

untuk membangun citra positif bagi masyarakatnya.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat

disimpulkan bahwa :

1.

Aktivitas Humas DPRD Kota Medan dalam menjalankan fungsinya sebagai
mediator memfokuskan kinerjanya pada publik eksternal dan dalam fungsi
publisitas Humas DPRD Kota Medan melakukan Kkliping dan
pendokumentasian semaksimal mungkin terkait kerja anggota dewan.
Menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai hal-hal yang akan
atau telah dilakukan oleh anggota dewan melalui website.

Adapun faktor pendukung dan penghambat aktivitas Humas DPRD Kota
Medan sebagai fungsi mediator dan publisitas yaitu :

Adanya fasilitas yang memadai seperti ketersediaan teknologi dan jaringan
komunikasi serta adanya pembagian kinerja yang sangat spesifik sehingga
diharapkan mampu memudahkan kinerja kehumasan itu sendiri,

Sedangkan faktor yang menghambat yakni Sumber Daya Manusia (SDM)
yang masih kurang berkompetensi serta manajemen kelembagaan yang
sudah usang sehingga menyulitkan humas untuk beradaptasi sesuai tuntutan

Zaman.



5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan

memberikan saran untuk perbaikan yang mungkin dapat bermanfaat bagi Humas

DPRD Kota Medan sebagai fungsi mediator dan publisitas. Adapun saran yang

dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1.  Meningkatkan profesionalisme humas sebagai peran utama untuk
pengelolaan informasi, dapat dibangun melalui peningkatan kapasitas dan
kompetensi sumber daya manusia serta penguatan manajemen komunikasi
dalam upaya menciptakan tata kelola kehumasan pemerintahan yang baik,

2.  Berita yang disajikan harus up to date agar masyarakat tidak kekurangan

infromasi tentang kinerja anggota DPRD Kota Medan.
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ALAMAT RUMAH & KODE POS
 TELEPON/HP
NAMA AYAH Diamiluddie
NAMA IBU ﬁ%&%
PEKERJAAN ORANG TUA Rarlunon U7, ¥ai
ALAMAT RUMAH & KODE POS 3\ ™. &AMO m&\cﬂ . Yo 23 [ 20622
TELEPON/HP 813, 4134  aeks
| V. KETERANGAN PEKERJAAN
EKERJAAN
TAN DI INSTANSI
AMA INSTANSI
T INSTANSI
N/FAX INSTANSI




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Sk-10
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 415/UND/I.3-AU/UMSU-03/F/2018

Pogram Studi ¢ llmu Komunikasi

Hari, Tanggal . Kamis, 29 Maret 2018

Waktu : 08,00 s.d. selesai

Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

TiM PENGUJI
No. Nama Mahasiswa - iy Judul Skiipsi
hasiswa PENGUJI| PENGUJI I PEMBIMBING
% NURHASANAH NASUTION, PEMANFAATAN APLIKAS! KAl ACCESS DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN
31 | MeiunoarRamasari Resmorak | 1403110010 [ors. ZULFAHM MLKom _mma. o ELVITAYENNI, S.5, MHum G = vy o e
HRWAN SYARI TANJUNG,  |NURHASANAH NASUTION, PERAN SELEBGRAM AKUN WARDAH MAULINA TERHADAP KEPUTUSAN
32 | HERAKUSRIN Y| 1403110189 oo map 5 Sos, MLKom Hi. ASMAWITA, AM, MA UNTUK BERCADAR (Studi Pada Angaota Nattawardah Medan)
. _ MUHAMMAD SAID AKTIVITAS HUMAS DPRD KOTA MEDAN SEBAGAI FUNGSI MEDIATOR DAN
33 | ELVIRA FARADILA . j_ 1403110066 L? RUDIANTO, M.Si Dr.ARFINSALER,MSP |1 iuio o soe M. LKom PUBLISTAS
MUHAMMAD SAID OPINI PUBLIK DRIVER ONLINE GO-JEK TERHADAP KEPUTUSAN CUSTOMER
3 | FAUZI HAMDANI m_ 1403110109 _9. YANHENDRAMSL  [PUJISANTOSO, SSMSP |Losin ' coe M. LKom VANG MELAKUKAN ORDERAN FIKTF DI KOTAHEDAN
_ywesBEz. 5.50s, STRATEG! KOMUNIKAS! SALAM TV DALAM MENGEMBANGKAN PROGRAM
35 | WIDYA NINGTIAS 4_ 1o3tiots f JUNAIDI, S.Pdi, MSi _;. ASMAWITA, AM, MA OROGRAM DAKWAH
Notulis Sidang : Medan, 10 Rajab 1433 H
1. 27 Maret 2018 M
Ditetapkan oleh:
Panitia Ujian

Sekretaris o~

Ketua, s —
QS My,
. ff- R hd NS : W/ V7 Lt



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555683

E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id
—————— e ———————eeeees S——————————————————————————ee et et i

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR : 070/ w8 /Balitbang/2018

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13
vember 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggil 24 November
10 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan
telah membaca/memperhatikan surat dari: Wakil Dekan I FISIP UMSU Naomor:
2/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2018 Tanggal: 20 Februari 2018 Hal: Mohon Diberikan Izin
pelitian Mahasiswa.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat
komendasi Penelitian Kepada :

Nama : Elvira Faradila.

NPM : 1403110066,

Prodi : Ilmu Komunikasi.

Lokasi : DPRD Kota Medan.

Judul Skripsi : Aktivitas Humas DPRD kota Medan Sebagai Fungsi Mediator bDan
Publisitas .

Lamanya : 3 (tiga) Bulan e

Penanggung Jawab : Wakil Dekan I FI§fP UMSU:

bgan ketentuan sebagal berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahuln harus melapor kepada pinpinan
Satuan Kerja Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.

2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.

3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luer lokasi yang

1 telah direkomendasikan.
' 4., Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat
lambatnya 2 ( dua ) bulan setelah penelitian .

5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat
rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada
Pemerintan Kota Medan.

6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di 2 Medan.
Pada Tanggal : \9 ovey 2018
KEPP ELITIAN DAN PENGEMBANGAN

\)
‘ \
| f..
S

likota Medan (sebagal Laporan).
kretaris DPRD Kota Medan.

kil Dekan I FISIP UMSU.

g bersangkutan.

rtinggal.



MAJELIS PENPIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

UPT PERPUSTAKAAN

Alamat : Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp. 6624567 —Ext. 113 Medan 20238

menjawab surat i, agar disebutkan

or dan tanggalnya,

SURAT KETERANGAN

Nomor : 3535 /KET/I1.3-AU/UMSU-P/M/2018

'dasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala

it Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini
perangkan :

Nama : Elvira Faradila

NPM : 14031101066

Fakultas : Ilmu Sosial dan llmu Politik
Jurusan : I'mu Komunikasi

n  menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustzkaan Universitas
hammadiyah Sumatera Utara Medan.

nikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 07 _Rajab 1439 H.
24 Maret 2018M

An.Blt.Kepala UPT Perpustakaan
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